
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.196, 2019  KUMHAM. Pengangkatan. Pelaporan. 

Pemberhentian. Penerjemah Tersumpah. Syarat 

dan Tata Cara. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  04  TAHUN  2019XXXX 

TENTANG 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dalam 

Pengangkatan Penerjemah Tersumpah dan lembaga yang 

berwenang menyelenggarakan ujian kualifikasi 

penerjemah tersumpah, perlu mengubah Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 

Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian 

Penerjemah Tersumpah; 
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Mengingat : 1. Staatsblad 1859 Nomor 69 tentang Sumpah Para 

Penerjemah; 

2. Staatsblad 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah; 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian 

Penerjemah Tersumpah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1211); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2016 

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, 

PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH 

TERSUMPAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian 

Penerjemah Tersumpah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1211), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

    Pasal 1 

1. Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu 

yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan 

terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia dan terdaftar pada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia. 

2. Terjemahan adalah hasil alih bahasa tertulis dari 

bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau 

sebaliknya yang digunakan dan diperlakukan 

sebagai terjemahan resmi.  

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia. 

4. Organisasi Profesi adalah Himpunan Penerjemah 

Indonesia. 
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